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ABSTRAK  

Pelestarian dan pengelolaan pusaka merupakan hal yang penting untuk menjamin keberlanjutan 
pusaka untuk generasi mendatang. Pelestarian dan pengelolaan pusaka di Indonesia seringkali tidak 
dilakukan secara bersama-sama antara pemangku kepentingan dan komunitas sehingga pelestarian 
dan pengelolaanya tidak berhasil, padahal keterlibatan komunitas dapat menjamin keberhasilannya. 
Penelitian ini bertujuan menelusuri mengenai pengelolaan pusaka berbasis komunitas berdasar 
kajian penelitian terdahulu sekaligus mengetahui tahapan yang dilakukan dalam pelestarian dan 
pengelolaan berbasis komunitas. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur 
referensi mengenai pusaka dan komunitas. Hasil kajian menunjukan ada tiga tahapan yang 
dilakukan yaitu; peningkatan kesadaran pusaka komunitas, keterlibatan komunitas dalam kebijakan 
dan kerja sama komunitas dan pemangku kepentingan. Ketiganya dilakukan untuk mencapai tujuan 
pelestarian dan pengelolaan pusaka berkelanjutan.  

Kata Kunci: pelestarian, pengelolaan, pusaka, komunitas 
 
 
ABSTRACT  

Heritage conservation and management is important to ensure heritage sustainability for future 
generations. Heritage conservation and management in Indonesia is often not carried out jointly 
between stakeholders and the community so it is not successful, even though community 
involvement can guarantee its success. This study aims to explore community-based heritage 
management based on previous research studies as well as find out the steps taken in community-
based conservation and management. The method used in this article is a reference literature study 
on heritage and community. The results of the study showed that there were three stages carried out 
namely; increasing awareness of community heritage, community involvement in policy and 
community and stakeholder cooperation. All three are carried out to achieve the goal of preservation 
and sustainable management of heritage. 

Keywords: preservation, management, heritage, community  
 
 
PENDAHULUAN  

Pusaka yang ditinggalkan dari masa lalu 
memegang peranan penting dalam 
kehidupan bermasyarakat saat ini. Pusaka 
menjadi saksi dan bukti kejadian-kejadian 
penting di masa lalu sekaligus juga 
berpotensi menjadi bagian perkembangan 
masyarakat. Pusaka merupakan kekayaan 
arsitektur yang harus dilestarikan baik oleh 
pemerintah maupun masyarakat. Indonesia 

merupakan salah satu negara dengan aset 
pusaka yang tersebar diseluruh daerah. 
Namun, masalah-masalah pusaka masih 
banyak dialami di daerah-daerah di 
Indonesia. 

Salah satu masalah pusaka yang 
banyak dialami daerah di Indonesia berkaitan 
dengan pelestarian dan pengelolaan pusaka. 
Pelestarian dimaknai sebagai berbagai 
upaya untuk merawat, menjaga dan 
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memperpanjang usia dari pusaka. 
Sedangkan pengelolaan pusaka merupakan 
kegiatan menyeluruh meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pengelolaan kegiatan hingga 
pemasaran pusaka. Pelestarian dan 
pengelolaan pusaka di Indonesia seringkali 
tidak dilakukan secara bersama-sama antara 
pemangku kepentingan dan komunitas 
sehingga pelestarian dan pengelolaanya 
tidak berhasil. Padahal peran komunitas 
akan menjamin keberhasilan pada 
pelestarian dan pengelolaan pusaka 
terutama pada kawasan pusaka yang masih 
dihuni/ditinggali oleh masyarakat (Wijesuriya, 
2015).  

Gerakan pelestarian berbasis 
masyarakat/komunitas menjadikan 
komunitas sebagai inti dari pelestarian 
berdampingan dengan situs pusaka. 
Komunitas ini, yang disebut sebagai 
“komunitas inti”, dipandang sebagai bagian 
tak terpisahkan dari pusaka, dan dengan 
demikian jelas dibedakan dari kelompok 
masyarakat lain yang terlibat dalam 
kehidupan pusaka, sering disebut sebagai 
“komunitas yang lebih luas” (Poulios, 2014, p. 
21). Pendekatan berbasis komunitas 
merupakan sebuah pendekatan yang 
diperkenalkan oleh UNESCO sebagai 
sebuah pendekatan pelestarian berbasis 
manusia (people centred approach). Pusaka 
bukan hanya merujuk pada aset nyata atau 
tangible akan tetapi juga pada aset 
intangible. Pusaka benda dan tak benda 
diwarisi dari nenek moyang kita dan 
diwariskan kepada keturunan kita, termasuk 
tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, 
ritual dan acara perayaan, pengetahuan dan 
praktik tentang alam dan alam semesta, dan 
pengetahuan dan keterampilan yang 
berkaitan dengan keahlian (UNESCO, 2019). 

Lantas, bagaimana keterlibatan 
komunitas dalam pengelolaan pusaka? 
Apakah komunitas sebagai aktor tunggal 
dalam proses pelestarian? Dan bagaimana 
tingkat keberhasilanya? Melalui makalah ini 
akan dilakukan studi literatur mengenai 
pendekatan pelestarian berbasis keterlibatan 
komunitas, serta contoh baik yang telah 
dilakukan di Indonesia dan mancanegara. 
Artikel ini bertujuan menelusuri mengenai 
pengelolaan pusaka berbasis komunitas 
berdasar kajian penelitian terdahulu 
sekaligus menelusuri penerapan 
pengelolaan pusaka berbasis komunitas 
yang baik. Penelitian mengenai pengelolaan 
pusaka berbasis komunitas memang telah 
banyak dilakukan antara lain pelestarian 
pusaka dan komunitas Kotagede oleh 

Adishakti (2003), peran komunitas dalam 
pelestarian pusaka oleh Bakar et al., (2014); 
Blackburn,(2015); Cina’ et al., (2019); 
Elyanta, n.d.; Fitri et al., (2019); Winandari et 
al., (2022), akan tetapi, kajian teorititis 
mengenai hal tersebut masih sangat sedikit 
dilakukan, lebih banyak mengenai peran 
komunitas dalam pengelolaan pusaka. 
Terutama mengenai keberhasilan 
pengelolaan pusaka di Indonesia masih 
belum banyak dibahas secara menyeluruh, 
baik komunitas tingkat lokal, daerah maupun 
nasional.  
 
 
METODOLOGI  

Metodologi yang digunakan adalah 
kajian literatur. Kajian literatur meninjau 
secara kritis pengetahuan, gagasan atau 
temuan pada literatur atau naskah akedemik 
yang telah diterbitkan, yang kemudian 
merumuskan secara teoritis untuk topik 
tersebut (Cooper, 2010). Literatur yang 
digunakan adalah literatur yang dapat secara 
teoritis memberikan gambaran mengenai 
pelestarian berbasis komunitas serta praktek 
pelestarian berbasis komunitas yang baik 
berhasil.  

Hasil kajian literatur kemudian 
dianalisis dan dirumuskan menjadi beberapa 
poin atau Langkah-langkah yang bisa 
dilakukan dalam melakukan pengelolaan dan 
pelestarian berbasis komunitas. Hal ini dapat 
menjawab tujuan penelitian yang dilakukan 
mengenai bagaimana agar pengelolaan dan 
pelestarian pusaka berbasis komunitas 
berhasil dilakukan.  
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pusaka, Pengelolaan dan Komunitas 
Sebelum mengetahui mengenai 

pendekatan pengelolaan berbasis 
komunitas, perlu pemahaman awal terlebuh 
dahulu mengenai pusaka, pelestarian dan 
pengelolaan serta komunitas pusaka itu 
sendiri. Pusaka menurut Oxford Dictionary 
berarti property yang diwariskan atau 
peninggalan. Sedangkan menurut LeBlanc 
(1993) pusaka merujuk pada apa pun yang 
ingin dipertahankan, dijaga untuk generasi 
berikutnya. Pusaka merupakan sesuatu yang 
nyata, berwujud maupun tak berwujud, 
mungkin diteruskan atau diwariskan serta 
diakui oleh masyarakat memiliki nilai 
(ICOMOS, 1982; Ville de Montréal, 2005). 
Pusaka juga memiliki nilai khusus bagi 
masyarakat yang menimbulkan keinginan 
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untuk menjaga, melindungi, mengadopsi, 
mempromosikan dan menyebarluaskan 
pusaka. Sehingga pusaka secara umum 
merupakan peninggalan aset dari alam 
maupun buatan manusia yang memiliki nilai 
penting untuk generasi berikutnya.  

Karena adanya nilai-nilai penting 
dalam pusaka, perlu ada tindakan 
melestarikan dan mengelola pusaka tersebut 
sehingga dapat berkelanjutan. Pelestarian 
didefinisikan sebagai semua upaya yang 
dirancang untuk memahami warisan budaya, 
mengetahui sejarah dan maknanya, 
memastikan perlindungan materialnya dan 
sebagaimana diperlukan, penyajian, 
pemulihan, dan peningkatannya (ICOMOS, 
1965). Disiplin pelestarian pusaka memiliki 
tujuan mendasar untuk melestarikan warisan 
fisik masa lalu dari kerusakan dan di masa 
kini (Jokilehto, 1994, 2011; Poulios, 2014). 
Pelestarian dimaknai tidak lagi sekadar 
“membekukan” suatu bangunan atau 
kawasan yang berkarakteristik khusus, 
melainkan cara pusaka memperkuat 
identitasnya dan menjadi model bagi proses 
pertumbuhan perkotaan yang lebih luas 
(Bandarin, 2019, p. 5). Pelestarian juga 
berkaitan dengan perawatan dan 
pengembangan berkelanjutan suatu tempat 
sedemikian rupa sehingga signifikansinya 
dipertahankan atau diungkapkan dan masa 
depannya dibuat aman (Kerr, 2013, p. 2). 
Pelestarian pusaka semakin luas dan 
komprehensif di masa sekarang, bukan 
hanya tindakan, upaya mencegah kerusakan 
akan tetapi termasuk penjagaan masa 
depannya. Hal ini menunjukan bahwa 
pelestarian pusaka lebih pada tindakan aktif 
penjagaan pusaka termasuk didalamnya 
pengelolaan agar pusaka dapat 
berkelanjutan.  

Pengelolaan pusaka atau pusaka 
budaya merupakan proses pelestarian, 
pengembangan, dan pemanfaatan benda-
benda bersejarah atau kultural, termasuk 
artefak, dokumen, bangunan, tempat 
bersejarah, dan warisan budaya yang tidak 
benda. Tujuan dari pengelolaan pusaka 
adalah untuk memastikan bahwa warisan 
budaya yang berharga tersebut tetap terjaga, 
dikelola dengan baik, dan dapat diakses oleh 
masyarakat (Alexopoulos, 2013). 
Pengelolaan pusaka juga diartikan sebagai 
penerapan teknik pengelolaan untuk 
melestarikan dan mengembangkan sumber 
daya budaya agar tetap menjadi bagian dari 
pusaka yang memiliki nilai dan manfaat 
jangka panjang bagi masyarakat umum 
(Ngulube, 2018). Lebih lanjut Ngulube (2018) 

menjelaskan bahwa pusaka harus dikaitkan 
dengan budaya dalam pengelolaannya 
sebagai satu kesatuan, lebih khususnya 
budaya yang berkembang pada masyarakat 
yang berdiam dikawasan pusaka. 
pengelolaan pusaka merupakan suatu 
proses yang kompleks yang melibatkan 
banyak pemangku kepentingan dan 
tantangan. Penting untuk mempertahankan 
keaslian dan integritas pusaka, serta 
melibatkan masyarakat dalam proses 
pengelolaan agar pusaka budaya tersebut 
dapat terjaga dan diakses oleh masyarakat. 
Lantas, bagaimana memahami komunitas 
pusaka? Apakah setiap masyarakat yang 
berperan dalam pengelolaan adalah 
komunitas pusaka? 

Secara etimologi, komunitas berarti 
kelompok organisme (orang dan sebagainya) 
yang hidup dan saling berinteraksi di dalam 
daerah tertentu. Komunitas disatukan 
oleh  rasa saling memiliki, adanya iakatan 
satu sama lain dan berkeyakinan bahwa 
kebutuhan para anggota akan terpenuhi 
selama para anggota memiliki berkomitmen 
untuk terus bersama-sama (McMillan & 
Chavis, 1986). Kesamaan rasa inilah yang 
memperkuat komunitas untuk terus bersama 
dan memiliki satu tujuan. Cohen (1985: 12) 
berpendapat bahwa komunitas melibatkan 
dua hal yang saling berkaitan yakni anggota 
dari sebuah kelompok yang memiliki sesuatu 
yang sama dengan yang lainnya; dan 
kegiatan yang membedakan mereka secara 
signifikan dari kelompok lainnya. 

Dalam sudut pandang pengelolaan 
pusaka, komunitas didefinisikan sebagai 
sekelompok individu dengan keterikatan 
pribadi, atau dipengaruhi oleh pusaka. 
Komunitas tersebut dapat berupa penduduk 
dan pemerhati di dalam atau di dekat 
kawasan pusaka, atau mereka yang memiliki 
minat atau perhatian khusus tentang lokasi 
tertentu, seperti LSM/badan amal, 
masyarakat amenitas, epistemik, atau 
komunitas lain dengan pengetahuan atau 
pengalaman khusus tentang tempat tersebut 
(Chitty, 2016). KOmunitas ini juga memiliki 
kekuatan sebagai satu kesatuan yang saling 
mendukung dan menghasilkan keputusan-
keputusan komunal (Mann, 2000).  

Dengan demikian, dari pengertian 
komunitas didapati beberapa hal penting 
yang merupakan ciri komunitas. Pertama, 
komunitas harus memiliki pandangan, rasa, 
dan kesamaan yang membentuk mereka 
menjadi sekumpulan manusia yang memiliki 
arti. Kedua, komunitas dapat disatukan 
dengan adanya batasan geografis yang 
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sama, atau dalam pengelolaan pusaka, 
disatukan oleh keberadaan pusaka tersebut. 
Ketiga, komunitas saling mendukung untuk 
mencapai tujuan bersama. Sehingga, 
komunitas sebenarnya memiliki kekuatan 
untuk melakukan suatu kegiatan pengelolaan 
terutama apabila disatukan oleh batasan 
geografis pusaka yang sama. Akan tetapi, 
Komunitas lokal jarang dianggap sebagai 
penjaga jangka panjang yang keberadaan 
dan keberhasilanya secara intrinsik terkait 
dengan pelestarian dan pengembangan situs 
pusaka (Kyriakidis, 2019). Padahal potensi 
komunitas sangatlah besar, mengingat 
bahwa komunitas lokal merupakan penghuni 
atau masyarakat terdekat dengan pusaka. 
Seringkali, pengelolaan pusaka yang 
dilakukan tanpa melibatkan komunitas terasa 
sebagai pengelolaan yang artificial (N.A.A. 
Aziz, 2022). 

Pengelolaan pusaka berbasis 
komunitas adalah suatu pendekatan yang 
melibatkan partisipasi aktif komunitas lokal 
dalam pemeliharaan, pengembangan, dan 
pemanfaatan pusaka. Dari literatur yang 
ditelaah dapat diambil kesimpulan bahwa 
pendekatan pelestarian dan pengelolaan 
pusaka berbasis komunitas dilakukan dalam 
beberapa tahapan.  

 
Kesadaran Komunitas Pusaka 

Membangun kesadaran komunitas 
tentang pentingnya memelihara dan 
melestarikan pusaka adalah Langkah awal 
terpenting dalam pengelolaan pusaka 
berbasis komunitas (Al Haija, 2011; 
Kyriakidis, 2019; Li & Hunter, 2015). 
Komunitas perlu menyadari bahwa 
pelestarian pusaka akan memberi 
keuntungan bagi komunitas itu sendiri. 
Keuntungan ekonomi, sosial dan adanya 
keberlanjutan budaya akan muncul dengan 
terjaganya pusaka di kawasan tersebut 
(Bolici, 2020; Ngulube, 2018).  

Beberapa contoh mengenai 
meningkatkan keasadaran masyarakat akan 
pusaka Adanya masyarakat adat yang masih 
terus menjaga keasliaan alam, budaya dan 
arsitektur bangunan rumah mereka secara 
turun temurun menjadi bukti bahwa 
masyarakat Indonesia telah memiliki 
kesadaran sebagai pelestari pusaka. 
Sebagai contoh masyarakat Nagari 
Minangkabau, yang sudah menjalankan 
sistem nagari secara turun temurun, dan 
tetap melestarikan rumah adat sebagai 
bagian dari kehidupan mereka. Begitu pula 
halnya dengan masyarakat adat Boti, 
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa 

Tenggara Timur. Dalam konteks kehidupan 
masyarakat adat suku Boti sejak dini 
dikenalkan bagaimana praktik pengelolaan 
lingkungan berbasis kearifan lokal yang 
dilakukan oleh keluarga, orang tua dan 
kerabat terdekat, sehingga pengaruh dari 
hal-hal tersebut makna lain tertanam di 
dalamnya dan menjadi aliran pengalaman. 
Pengalaman ini kemudian akan terakumulasi 
dalam pengetahuan, yang kemudian akan 
digunakan oleh mereka untuk menjadi acuan 
dalam melakukan tindakan sehari-hari 
(Abdussamad, 2022). Oleh karena itu, 
masyarakat adat Boti dapat terus menjadi 
pelestarian alam secara turun-temurun. 
Melestarikan alam pusaka sudah menjadi 
bagian kehidupan masyarakat adat sehari-
hari.  

Dalam sebuah penelitian yang 
dilakukan oleh Fidler et al. (2022) 
menyatakan bahwa kawasan yang dijaga 
dan dilestarikan oleh masyarakat adat dan 
komunitas lokal di perairan antara Maluku 
dan Papua menunjukan jumlah biomassa 
yang lebih tinggi daripada yang dikelola oleh 
pemerintah dan swasta (aktor luar kawasan). 
Komunitas dan masyarakat adat yang terlibat 
aktif menjaga kawasan nyatanya 
memberikan dampak yang lebih besar. 
Masyarakat adat yang melestarikan kawasan 
saujana akan berperan lebih aktif untuk 
bersama-sama menjaga pusaka, daripada 
hanya menetapkan aturan dan larangan 
seperti yang dilakukan pemerintah pada 
kawasan pusaka (Fidler et al., 2022).  

Kesadaran komunitas mengenai 
pelestarian juga menjadi penyelamatan 
pusaka saujana dari kerusakan. Pusaka 
saujana merujuk pada merupakan produk 
kreativitas manusia dalam merubah bentang 
alam dalam waktu yang lama sehingga 
didapatkan keseimbangan kehidupan antara 
alam dan manusia (Adhisakti et al, 2017). 
Salah satunya adalah Desa Nglanggeran, 
Kabupaten Gunung Kidul. Pada desa ini 
terdapat beberapa situs pusaka yaitu, 
Gunung Api Purba, Kampung Pitu, dan juga 
kekayaan pusaka budaya melalui kegiatan 
budaya tradisional masyarakat, misalnya 
Rasulan yang dilakukan sebagai bentuk 
syukur setelah panen berhasil dilakukan. 
Akan tetapi, warga Nglaggeran sendiri 
awalnya tidak menganggap kawasanya 
menarik sehingga lebih banyak yang 
meninggalkan kampung dan juga melakukan 
perusakan alam dengan mengambil batu dan 
menebang pohon disekitar Gunung Purba. 
Karang Taruna Desa Nglanggeran 
(Organisasi Pemuda Bukit Putra Mandiri) 
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menyadari jika kondisi ini terus berlanjut akan 
menimbulkan kerusakan lingkungan yang 
berdampak negatif bagi kehidupan 
masyarakat. Berbagai kegiatan peningkatan 
kesadaran masyarakat terus dilakukan oleh 
karang taruna. Atas dasar itulah, Pemerintah 
Desa Nglanggeran memercayakan 
pengelolaan lahan seluas 48 ha untuk 
dikelola Karang Taruna Bukit Putra Mandiri. 
Karang Taruna sebagai sebuah komunitas 
lokal kemudian melakukan serangkaian 
kegiatan untuk pelestarian, dimulai dari 
penyadaran, pengkapasitasan dan 
pemberian daya (Wahyuni, 2018). 
Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi 
dan inovasi oleh Karang Taruna Putra Bukit 
Mandiri untuk menyadarkan masyarakat 
akan potensi desa Desa Nglanggeran, yaitu 
sebagai desa wisata. Setelah tumbuh 
kesadaran masyarakat akan potensi desa, 
kemudian dilakukan pengkapasitasan. 
Pengkapasitasan pengelola desa wisata 
dilakukan melalui pelatihan seputar 
pengelolaan desa wisata. Masyarakat yang 
telah mempunyai kapasitas kemudian diberi 
daya untuk mencapai kemandirian. 
Kemandirian dilakukan dengan pengelolaan 
dana-dana bantuan yang didapat untuk 
kegiatan pelestarian dan ekonomi. Hasilnya 
pada tahun 2018, Desa Nglaggeran 
mendapat pengharga desa wisata 
berkelanjutan terbaik di ASEAN. Komunitas 
Karang Taruna yang menjadi penggerak 
utama pelestarian pusaka saujana 
Nglagerran kini menjadi Pokdarwis 

(Kelompok Sadar Wisata) Nglanggeran. 
Kegiatan yang dibangun oleh komunitas 
nyatanya menjadi suatu gerakan nyata upaya 
pelestarian yang berhasil menjaga 
keberlanjutan situs pusaka dan saujana juga 
meningkatkan pemberdayaan masyarakat 
lokal.  

Dari dua pembahasan diatas 
disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat 
merupakan langkah awal dalam pengelolaan 
pusaka berbasis komunitas. Peningkatan 
kesadaran masyarakat dapat berasal dari 
masyarakat sendiri atau dari pihak lain/ 
komunitas pemerhati yang kemudian 
memberikan edukasi mengenai pentingnya 
pelestarian dan pengelolaan pusaka oleh 
masyarakat lokal dan komunitas.  

 

Kesadaran komunitas pusaka 
kemudian dibagi menjadi 4 hal, pengetahuan 
dasar, kesadaran mengenai metode 
pelestarian, makna dan nilai penting pusaka 
dan kegunaan dan manfaat melestarikan 
pusaka. Keempat hal ini menjadi modal bagi 
komunitas untuk melakukan pelestarian dan 
pengelolaan pusaka. Dengan adanya 
kesadaran masyarakat yang mumpuni, 
tahapan pengelolaan pusaka berikutnya 
akan mudah dilakukan. Setelah munculnya 
kesadaran maka perlu keterlibatan dan 
pemberdayaan atau kerjasama dengan 
pemangku kepentingan.  
 
 
 

Gambar 1. Konstruksi Kesadaran Pusaka 
Sumber: Penulis 
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Keterlibatan Komunitas dalam Kebijakan  
Pengelolaan kawasan pusaka harus 

dilakukan secara terintegrasi dengan 
pengembangan komunitas lokal yang 
berbasis pada partisipasi dan interaksi 
berkelanjutan antara tempat, masyarakat 
dan pengunjung/ pengguna (Al-hagla, 2010; 
Cina’ et al., 2019). Keterlibatan komunitas 
dalam pengelolaan pusaka terbukti 
menunjukan efektifitas dalam keberlanjutan 
ekonomi dan social pusaka (Dormaels, 2016; 
Yang, 2014). Manajemen partisipatif dan 
pelibatan aktor lokal akan membantu 
menjaga komunitas tetap hidup dan dinamis 
secara ekonomi (Dormaels, 2016) dan 
memandang pusaka budaya tidak hanya 
sebagai sisa atau bangunan tak bergerak, 
tetapi sebagai konstruksi sosial yang terkait 
dengan makna simbolis kolektif pusaka oleh 
kelompok sosial. Syarat utama mendorong 
partisipasi dalam pengelolaan pusaka kota 
adalah kemauan politik untuk mendengarkan 
dan memasukkan semua pemangku 
kepentingan, untuk mengidentifikasi 
mekanisme membangun kepercayaan dan 
menghasilkan hasil sebagai imbalan atas 
kolaborasi (Bernhard et al., 2020; Dormaels, 
2016; Li dan Hunter, 2015; Olsson et al., 
2020; Yang, 2014). Hal ini menunjukan 
bahwa keterlibatan komunitas menjadi kunci 
dalam keberlanjutan pusaka. Keterlibatan 
komunitas yang kemudian berkolaborasi 
dengan pemangku kepentingan akan 
menjadikan pusaka lestari.  

Arnstein (1969) dan Cole, (2006) 
menggambarkan keterlibatan komunitas 
dalam beberapa tingkatan. Tingkatan 
pertama adalah non-partisipatif, artinya 
komunitas tidak dilibatkan dan pengelolaan 
sepenuhnya ada pada pemangku 
kepentingan (Arnstein, 1969). Pada tingkatan 
ini komunitas tidak memiliki peran apapun, 
hal ini seringkali memicu pergesekan antara 
komunitas dan pemangku kepentingan. 
Tingkatan kedua adalah keterlibatan 
minimum. Pada tingkatan ini komunitas 
terlibat dlam hal-hal sederhana dan formal, 
seperti menghadiri seremonial, dimintai 
konsultasi dan diskusi (Cole, 2006; Cots, 
2011). Sedangkan tingkatan ketiga adalah 
keterlibatan aktif. Pada tingkatan ini, 
komunitas mulai berdaya, mampu 
mengungkapkan pendapat, terlibat aktif 
dalam pengelolaan, hingga bermitra dengan 
pemangku kepentingan. Tingkatan 
keterlibatan yang semakin besar sebenarnya 
merupakan modal sosial, meningkatkan 
oprasional dan menurunkan biaya 

pengelolaan pusaka (Cots, 2011; Li & Hunter, 
2015).  

Salah satu contoh studi mengenai 
keterlibatan komunitas dalam kebijakan 
terjadi di Penang. Penang Heritage Trust 
yang beranggotakan masyarakat lokal, aktor 
pelestari dan Lembaga sosial telah 
membuktikan peranya dalam melestarikan 
kawasan pusaka Penang. Penang Heritage 
Trust menggunakan pendekatan bottom-up 
untuk menentang prioritas pembangunan 
negara dan melestarikan identitas lokal yang 
dilecehkan oleh rezim yang berkuasa pada 
masa awal pembentukanya (Cheng, Li, & Ma, 
2014). Penang Heritage Trust menyusun 
agenda pelestarian, mengumpulkan dana, 
menggerakan pelestarian di kawasan, 
mencegah demolisi hingga menentukan 
pusaka yang memiliki nilai penting bagi 
masyarakat Penang. Penang Heritage Trust 
juga merupakan komunitas yang 
memasukan Penang dalam daftar Situs 
Pusaka Dunia. Tidak hanya kelompok-
kelompok komunitas yang berperan dalam 
proses tersebut, Penang Heritage Trust juga 
berfokus menjadikan pelestarian sebagai 
bagian dari hidup masyarakat hingga 
mendapatkan kepercayaan untuk melawan 
atau bahkan menghadapi pemerintah. Saat 
ini, Penang Heritage Trust merupakan 
sebuah Lembaga non-pemerintah yang 
memprakarsai banyak kegiatan dan aksi 
pelestarian di Penang serta berkerjasama 
dengan pemerintah dalam melestarikan 
kawasan pusaka Penang (Cheng et al., 
2014). Penang Heritage Trust sebagai 
sebuah komunitas telah berada pada 
tingkatan ketiga dalam keterlibatan 
pengelolaan pusaka.  

Komunitas masyarakat lokal 
perkotaan di Indonesia juga nyatanya 
memberikan kontribusi terhadap pengelolaan 
kawasan pusaka di perkotaan. Misalnya 
keterlibatan komunitas dalam penentuan 
kriteria nilai penting pusaka di Kota Medan 
(Fitri et al., 2019). Dalam tulisanya, Fitri et al. 
( 2019), menjelaskan belum adanya kriterian 
nilai penting penentuan atau penetapan 
pusaka yang jelas dan terukur di Kota 
Medan, sehingga perlu adanya penentuan 
yang jelas, salah satunya dilihat dari sudut 
pandang komunitas. Fitri et al. (2019) 
menyatakan peranan penting komunitas 
pada awal penentuan niali penting untuk 
penetapan pusaka akan meningkatkan 
keterikatan komunitas terhadap pusaka, baik 
benda maupun tak benda, nantinya. Hasil 
penelitian telah membuktikan bahwa kriteria 
penilaian signifikansi pusaka dapat 
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ditetapkan dengan melibatkan masyarakat 
lokal atau pemangku kepentingan secara 
umum yang tidak dikategorikan sebagai 
spesialis atau ahli. Terkait proses listing, 
penelitian ini menemukan tipologi nilai yang 
didasarkan pada nilai sosiokultural, 
sedangkan nilai ekonomi tidak termasuk 
dalam penilaian signifikansi pusaka dalam 
dokumen negara. Artinya komunitas ternyata 
lebih mementingkan nilai sosiokultural 
sebagai aspek utama penentuan kriteria 
pusaka.  

Keterlibatan komunitas juga terbukti 
meningkatkan pemanfaatan ulang bangunan 
pusaka di kawasan Lasem. Winandari et al., 
(2022) menyatakan meningkatnya 
keterlibatan komunitas yang ada di Lasem 
sebagai penggerak pelestarian, 
meningkatkan penggunaan kembali 
bangunan-bangunan pusaka di Lasem. Para 
pemilik bangunan melakukan konsultasi 
rancangan melalui jaringan komunitas 
Yayasan Lasem Heritage, sebelum    
melakukan perbaikan atau renovasi 
rumahnya. Yayasan Lasem Heritage juga 
melakukan pengawasan terhadap    
pembangunan    terhadap    proses 
pembangunan yang dilakukan pemerintahm 
di kawasan Lasem, khususnya ketika 
pelaksanaannya  tidak  mengindahkan  
temuan artefak    penting    dari    masa    lalu,    
yang seharusnya    dilindungi (Winandari et 
al., 2022). Pada kasus Lasem, peran 

komunitas bukan hanya sebagi penggerak 
pelestarian akan tetapi juga menjembatani 
pelestarian antara pemilik bangunan dan 
pemerintah. Pemilik aset pusaka lebih 
banyak berinteraksi dengan komunitas-
komunitas pelestari mengenai pengelolaan 
aset yang mereka miliki. Hal ini menjadikan 
kegiatan pengelolaan dan pelestarian di 
Lasem selalu berjalan dinamis.  

Keterlibatan komunitas terhadap 
kebijakan di banyak kasus pusaka Indonesia 
seringkali hanya berada pada tingkatan 
minimum dan belum pada tingkatan 
partisipatif. Komunitas inti maupun lokal 
seringkali hanya dimintai persetujuan 
kebijakan tetapi belum terlibat dalam 
penentuan kebijakan tersebut. Dalam kajian 
yang dilakukan terkait keterlibatan, ada 
beberapa hal yang dapat meningkatkan 
keterlibatan komunitas dalam penentuan 
kebijakan seperti pada gambar 2.  
 
Kerjasama Komunitas dan Pemangku 
Kepentingan  

 Meningkatkan kerjasama antara 
masyarakat lokal dan pemangku 
kepentingan dalam pengelolaan pusaka 
sangat penting untuk memastikan bahwa 
pengelolaan pusaka berjalan dengan baik 
dan berkelanjutan. Pemangku kepentingan 
dapat memberikan dukungan keuangan, 
teknis, dan lainnya kepada masyarakat 
dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan 

Gambar 2. Peningkatkan Keterlibatan Komunitas Pusaka 
Sumber: Penulis 
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pusaka. Artinya, pemangku kepentingan dan 
komunitas bekerja sama dan bersinergi 
sesuai ranah masing-masing. Pelestarian 
dan pengelolaan pusaka tidak akan berjalan 
baik tanpa adanya kerja sama antara 
komunitas dan pemangku kepentingan (Noor 
Azramalina Abdul Aziz et al., 2022). 
Misalnya, adanya kebijakan mengenai 
kawasan pusaka seperti pengurangan pajak 
bangunan pusaka, akan berpengaruh pada 
bagaimana komunitas masyarakat 
melestarikan bangunan pusaka yang mereka 
miliki. Kerjasama antara komunitas dan 
pemangku kepentingan merupakan 
keterlibatan komunitas pada tingkat tertinggi. 
Kerja sama yang ada dapat berbentuk 
banyak hal seperti penataan kawasan, 
program kebudayaan, pengelolaan asset 
melalui skema kemitraan public privat, dan 
namyak lagi.  

Salah satu pergerakan komunitas 
pelestari yang paling terkenal adalah 
Machizukuri Jepang. Pada akhir 1960-an dan 
awal 1970-an, machizukuri Jepang 
mengorganisir kegiatan yang berlangsung di 
berbagai tempat untuk menghadapi 
ancaman lingkungan. Dalam banyak protes 
dan kerusuhan yang dimulai serentak di 
seluruh dunia pada tahun 1960-an, 
machizukuri muncul sebagai filosofi ideal 
berdasarkan diskusi lokal tentang perbaikan 
lingkungan, gaya hidup, dan komunitas 
(Satoh, 2019). Pada tahun 1981, Kobe 
adalah kota pertama yang mengadopsi 
peraturan machizukuri (jôrei) di Jepang dan 
mengembangkan sistem baru yang 
menggabungkan tiga alat perencanaan 
penting yang akan memudahkan partisipasi 
machizukuri. Alat pertama adalah dewan 
machizukuri (kyôgikai), yang mewakili 
penduduk daerah tersebut lingkungan. Yang 
kedua adalah sistem yang menyediakan 
layanan profesional, dibayar oleh kota, 
adanya dewan machizukuri untuk acara 
machizukuri, terutama untuk perencanaan. 
Alat ketiga adalah struktur prosedural di 
mana kota akan secara resmi menerima 
proposal machizukuri (teian) dari dewan 
machizukuri mana pun dan akan 
mengembangkan perjanjian machizukuri 
(kyôtei) dengannya yang pada akhirnya akan 
diterapkan. Ketentuan partisipatif intensif 
semacam ini tidak ada dalam sistem nasional 
perencanaan kota menurut undang-undang 
pada saat itu - juga tidak ada saat ini. Ini 
terbukti menjadi sistem yang sangat efektif 
dalam proses rekonstruksi di kemudian hari, 
setelah Gempa Kobe tahun 1995, karena 
tantangan perencanaan rekonstruksi dalam 

jumlah besar cukup berhasil diatasi dengan 
kolaborasi yang efisien antara kota dan 
penduduk setempat yang telah akrab dengan 
machizukuri partisipatif (Watanabe, 2006).  

Di Indonesia sendiri, merupakan 
negara yang memiliki banyak aset pusaka 
baik di kawasan perkotaan dan kawasan 
non-perkotaan. Komunitas di Indonesia mulai 
menggeliat pada tahun 1987, ditandai 
berdirinya Paguyuban Pelestari Budaya 
Bandung. Selanjutnya tumbuh organisasi di 
daerah lain seperti Paguyuban Pusaka Jogja 
(Jogja Heritage Society) tahun 1991, 
Yogyakarta Heritage Trust (1992), Badan 
Warisan Sumatra (1998), Badan Warisan 
Sumatra Barat (1999), dll. Komunitas 
pelestari yang muncul di kota-kota sebagai 
sebuah pergerakan yang banyak 
mempersoalkan mengenai perubahaan 
pusaka perkotaan serta pengelolaanya 
(Adishakti, 2014). Pergerakan pelestarian 
oleh komunitas terus berkembang di 
Indonesia hingga pada tahun 2002 terbentuk 
Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia 
(JPPI). JPPI kemudian bekerjasama dengan 
ICOMOS Indonesia dan Kementrian 
Kebudayaan dan Pariwisata untuk 
mendeklarasikan Piagam Pelestarian 
Pusaka Indonesia di tahun 2003. 
Keberadaan piagam ini memiliki arti yang 
sangat penting untuk pelestarian pusaka di 
Indonesia karena merupakan piagam 
pertama yang dapat menjadi pedoman moral 
dan etika pelestarian, serta disusun oleh 
berbagai pihak dan lintas disiplin ilmu 
(Adishakti, 2016). Untuk mengawal 
pelaksanaan piagam dan pengembangan 
pelestarian pusaka, dibentuk Badan 
Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) pada 
tahun 2004. BPPI ini kemudian menjadi satu 
komunitas berbadan hukum yang banyak 
membantu komunitas lokal untuk 
berkegiatan pelestarian, hingga memberi 
masukan untuk kebijakan, program, dan 
panduan kepada pemerintah (Adishakti, 
2016; Wijayanto, 2016). Keberadaan BPPI 
dan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) 
menunjukan adanya kerja sama antara 
komunitas dan pemangku kepentingan. JKPI 
sendiri merupakan wadah yang terdiri dari 
para walikota, bupati yang kotanya masuk 
dalam Kota Pusaka Indonesia. JKPI sebagai 
wadah pemangku kepentingan terus bekerja 
sama dengan BPPI untuk menghasilkan 
kebijakan, rencana aksi pengelolaan pusaka 
dan program-program pelestarian.  

Dari pembahasan diatas mengenai 
kerja sama antara komunitas dan pemangku 
kepentingan, ada beberapa poin penting 
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yang menjadi amatan. Pertama, perlunya 
komitmen dua pihak, komunitas dan 
pemangku kepentingan, untuk menjalani 
kesepakatan. Artinya usulan program, 
kebijakan, peraturan, arahan yang dihasilkan 
bersama disepakati untuk dijalankan 
keduanya. Hal ini penting untuk menjaga 
keharmonisan dalam kerja sama. Kedua, 
komunitas dan pemangku kepentingan 
memiliki pembagian peran yang jelas dan 
saling melengkapi. Ketiga, pada kasus di 
Indonesia, komunitas yang bekerja sama 
dengan pemangku kepentingan masih 
didominasi komunitas di tingkat nasional. 
Sehingga perlu adanya peningkatan kerja 
sama komunitas lokal dengan pemangku 
kepentingan baik lokal maupun nasional 
untuk mencapai pusaka berkelanjutan.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Pengelolaan pusaka berbasis 

komunitas, dapat disimpulkan sebagai 
sebuah pengelolaan pusaka yang melibatkan 
komunitas lokal dapat menjadi solusi yang 
efektif untuk menjaga pusaka budaya dan 
sejarah suatu daerah. Dalam pengelolaan 
pusaka berbasis komunitas, komunitas lokal 
memiliki peran yang penting dalam merawat, 
memelihara, dan mengelola pusaka tersebut. 
Selain itu, komunitas juga terlibat dalam 
proses pengambilan keputusan mengenai 
penggunaan dan pemeliharaan pusaka, 
sehingga dapat memperkuat rasa memiliki 
dan kepedulian terhadap pusaka budaya 
yang dimiliki. Hasil kajian teoritis menunjukan 
adanya tiga tahapan yang harus dilakukan 
untuk mencapai pengelolaan pusaka 
berbasis komunitas; peningkatan kesadaran 
masyarakat, keterlibatan masyakat dalam 
kebijakan dan kerja sama komunitas dengan 
pemangku kepentingan. Ketiganya dilakukan 
bertahap dan menyeluruh, baik komunitas 
dan pemangku kepentingan harus memiliki 
tujuan yang sama yaitu pusaka yang 
berkelanjutan. Hasil kajian juga menunjukan 
manfaat yang luar biasa dalam pelestarian 
pusaka berbasis komunitas, yang paling 
dirasakan adalah dengan terjaminya 
keberlanjutan pusaka dari generasi ke 
generasi seperti yang dilakukan masyarakat 
Jepang melalui machizukuri yang sudah 
digagas sejak tahun 1960 dan masih berjalan 
hingga saat ini.  

Penelitian dengan tema pelestarian 
pusaka berbasis komunitas tentu masih 
sangat perlu diperdalam dan dieksplorasi 
apalagi dengan melihat fakta bahwa 
masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu 

merupakan pelestari-pelestari pusaka, 
misalnya warga kampung adat dan suku-
suku di Indonesia. Penelitian dapat terus 
dikembangkan untuk lebih memahami 
bagaimana model kerja samayang paling 
sesuai antara komunitas pelestari dengan 
pemangku kepentingan.   
 
Saran/Rekomendasi 

Studi ini masih merupakan kajian 
teoritik mengenai pelestarian dan 
pengelolaan pusaka berbasis komunitas. 
Penelitian dengan fokus yang lebih 
mendalam akan memberikan gambaran lebih 
baik dan nyata mengenai komunitas pusaka. 
Penelitian ini menggunakan berbagai contoh 
kota di Indonesia dan mancanegara, akan 
lebih bermanfaat jika ada studi mengenai 
salah satu kasus di Indonesia dengan 
pembahasan yang lebih mendalam.  
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